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A. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta
memberikan hak yang sama kepada warga negaranya dalam hal kedudukan di

depan hukum seperti yang_terca m dang-Undang Dasar Negara
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1. Perintah daﬁ-‘&r&ln ga‘tau‘pengabalannya telah

Indonesia di dal8 ang-undangan pi

ditetapkan sanksi terlebih dahulu ole—r—l badan-badan negara yang berwenang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat
diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-

peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

1 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 1



Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum
pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang
hukum idana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut
E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering
juga disebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen-positif)
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Untuk menemukan perbedaa ‘ a ‘cara yang dipergunakan yaitu :

1. Dengan cara meneliti maksud pembentuk Undang-Undang
2. Dengan cara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak

pidana yang termuat dalam Buku Il dan Buku 111 KUHP.

2 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html, diakses
pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 22.30



http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html

3. Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan memiliki ancaman
pidana yang lebih berat daripada pelanggaran karena kejahatan

dianggap sebagai onrecht.

Sifat-sifat lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

Lo

Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan.

2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau

kealpaan) ya q\WSl%SX“wMﬁ\ tibuktikan oleh jaksa.
Sédaagka hal pelanggaran tidak me‘ \Butuhkaathal itu.
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Untuk menupta‘kan—n afayag bebs -- pelanggaran dan kejahatan

pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perbuatan

itlana (Pasal 54

K

4. Tenggang dalu ek |( satu tahun)

erdapat dalam

yang terdapat dalam masyarakat. Agar dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan

kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum.

Dewasa ini Indonesia belum terlepas dari perbuatan masyarakat yang
melanggar peraturan yang telah dibuat. Seperti halnya terjadi berbagai macam

pelanggaran lalu-lintas yang terjaring ketika dilaksanakannya pemeriksaan polisi.



Seperti yang tercatat di Bagian Tilang Laka Lantas Polresta Padang selama tahun
2014 sampai dengan tahun 2016 sedang berjalan telah terjadi 27.891 (dua puluh
tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu) pelanggaran dimana setiap tahunnya

pelanggaran lalu linas di Kota Padang mengalami peningkatan.

Banyaknya pelanggaran lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya

masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan pemberian

sanksi berupa denda ataupu dengan istilah tilang. Adapun
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Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa setiap orang yzng mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Uji Kendaraan Bermotor yang
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2



(dua) bulan atau denda paling banyak RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Adapun isi Pasal 106 ayat (5) huruf a yaitu Pada saat diadakan pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor wajib menunjukkan:

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan

Bermotor;

b. Surat Izin Mengemudi; =

——iNIVERSITAS ANDA

c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
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Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, aparat kepolisian telah

Ir SR REL (|

menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang
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ini. Akan tetapi tidak sedikit juga ditemui kejanggalan-kejanggalan yang terjadi

ketika pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut dilakukan.

| i

Salah satu contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadl karena

ANE

pengendara tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli

VAR VSN N &Y

sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Si pengendara sedang berada

dalam pengurusan perpanjangan masa pajak yang membutuhkan waktu sehingga
o N R

pengendara terpaksa menggunakan cara lain dengan membuat fotocopy dari STNK

tersebut dengan dibubuhi stempel basah dari Satuan Administrasi Manunggal Satu
Atap (SAMSAT) yang memproses perpanjangan masa pajak sebagai penguat
alasan bagi pengendara apabila terjadi pemeriksaan polisi. Akan tetapi, petugas
yang melakukan pemeriksaan tersebut tidak menerima akan keaslian dari stempel

sehingga pengendara ditilang. Polisi yang melakukan tilang meminta cara



penyelesaian secara cepat di lokasi pelanggaran dengan jaminan memberikan
nomor ponsel kepada pengendara untuk membebaskannya dari operasi zebra
berikutnya. Akan tetapi, si pengendara tetap memilih proses persidangan. Tindakan
tilang yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal
106 ayat (5) huruf d yaitu tanda bukti lain yang sah. Maka dalam hal ini stempel
basah yang diberikan oleh SAMSAT merupakan tanda bukti yang sah dan terdakwa

tidak seharusnya ditilang.
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Salah satu penyelesalan tilang adalah dengan S|dang di pengadilan. Proses

I ™

sidang tilang merupakan sidang yang dilakukan cepat yaitu dilakukan secara

bersama-sama dalam satu jenis perkara/pelanggaran dan hakim hanya langsung

|
memberikan putusan atas berkas yang sudah dilimpahkan oleh kepoI|3|an tanpa
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memperhatikan pembuktian. Maka alat bukti apakah yang digunakan hakim untuk

memberikan puAtusan sehingga putusan tersebut bersifgt hukum tetap dan mengikat
~ "R N 11
karena dalam sidang atau proses sidang yang terpenting pada pemeriksaan adalah

N~
pembuktian guna mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa yang terjadi maka

/
diperoleh kepastlan oleh hakim akan kebenaran peristiwa tersebut.<’)
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Untuk mencari lggb'gnaran dari peristiwa pelanggaga‘n lalu-lintas yang telah
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diuraikan diatas serta masih sedikitnya pembahasan mengenai hal tersebut, penulis

tertarik untuk mengangkat judul :

“PROSES PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TILANG KENDARAAN

BERMOTOR DI KOTA PADANG”



B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dirumuskan diatas, penuli
tertarik mengangkat permasalahan yang akan teliti, yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan proses tilang kendaraan bermotor di Kota Padang?
2. Bagaimana proses penyelesaian tilang kendaraan bermotor di Kota Padang?
3. Bagaimana pembuktian dalam proses tilang ?
C. TUJUAN PENELITIAN

et NOITAC ANV L s

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan

IL a

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui

bagaimana pelaksanaan proses tilang kendaraan
bermotor di Kota Padang.

Ik 1

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tilang kendaraan

bermotor di Kota Padang.

P

3. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam proses tilang kendaraan
D. MANFAAT PENELITIAN

\
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bermotor di Kota Padang.
Adapun manfaat yang dlharapkan dari dllakukannya penelitian ini adalah

'\r .""“.{‘/‘NV
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sebagai berikut :\l\\._'ifi_
1. Manfaat Teoritis

a. Agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian

secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan dalam bentuk

tulisan serta melatih dan mempertajam analisa penulis terhadap

perkembangan hukum seiring dengan dinamika hukum yang selalu

bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada.



b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka
menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam
penelitian. Serta mengembangkan ilmu pengetahuan terutama
berkenaan dengan pembuktian dalam penilangan kendaraan bermotor di
kota Padang.

2. Manfaat Praktis
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membe ~ jawaban kep 2 la al  mengenai
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E. KERANGKA TEORI

a. Kerahgka Teori
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yang sah ditetapkan Olehelindang-tndang)-dan unsur yang kedua negatif,

keyakinan (nurani) dari hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini

termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :3

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 254-252



benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”.

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat dipahami bahwa
suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi syarat-

syarat:

a. Syarat materil ya an.oleh Moeljatno yang terdiri dari

| SIT&S A\DAL,\S

rumuskan dalam

ldlam Pasal 184

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa;
Adapun teori sistem pembuktian, yaitu :

a. Conviction-in Time (Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu)

4 Masruchin Ruba’l, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP, Malang, him. 62



Sistem pembuktian Conviction-in Time menentukan salah tidaknya
seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh “keyakinan” hakim.
Keyakinan dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti
yang diperiksa dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan
alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim dan langsung menarik

keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. °
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. Conviction-Raisonee (Peémbuktian-berdasarkan keyakinan hakim atas

alasan yang logis)

Dalam sistem ini dapat dikatakan ‘keyakinan hakim” tetap
memegang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
Tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi.

Jika dalam conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa

5 Ibid., him. 277

¢ Opcit.



. Pembuktian Menurut Untlang

batas maka pada sistem conviction-raisonee keyakinan hakim harus
didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan
dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannnya atas
kesalahan terdakwa.’
Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan

salah_ata .I“yfk%m% 5-‘4’\1)‘4'[' berpedoman, pada prinsip

ktiah®dengan alat-alat bukti yang diféftukanglindang-undang.
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empersoalkan
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/ ikian, teori ini
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Jndang Secara Negatif

Teori ini merupakan teori yang berada ditengah antara teori
conviction-in time dengan teori pembuktian menurut undang-undang
secara positif. Dari hasil penggabungan kedua teori tersebut M. Yahya
Harahap menuliskan bahwa terwujudlah suatu sistem pembuktian

menurut undang-undang secara negatif. Dengan rumusan yang berbunyi

7 Opcit.

8 1bid. him. 278.



: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim
yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang.”
Pengertian pembuktian dan alat bukti menurut para ahli :

1) Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah :

“Pemby ! wekﬁfl‘ﬁ%eﬁt*ﬂxti Srisi penggarisan dan

pedOM@n’. tentang cara-cara yang dibenarkag Lﬁdang-undang

mbuktika kesa : akwakan Kkepada terdakwa.
Pembuktian ' N ya gatur alat-alat

bukti yang ehl dipergunakan

‘hakim membtktikan i

buktian menurut

b€ hal (1 / cukup untuk
gebagainya) :

Cl
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apa Ee{;&/ang menjadi

\; 'i--. "D atd gjahata ,-. ¥
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b) Membuk "4 npunyaf pengertian-pengertian :

1. Memberi atau memperlihatkan bukti
2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran,
3. Melaksanakan menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu

benar)

o Ray  Pratama Siadari, Pengertian Pembuktian Menurut Para  Ahli,
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/beberapa-pengertian-dan-dasar-hukum.html, diakses
pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 23.20 wib.



http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/beberapa-pengertian-dan-dasar-hukum.html

4. Meyakinkan/menyaksikan
c) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya)
membuktikan.®
3) Pembuktian atau membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo,
memberikan beberapa pengertian, yaitu :
a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, yaitu membuktikan

horsd NWE*%N@S_‘NDKTQ Rayena berlaku bagi setiap

oraMg" 'dan tidak memungkinkan ®adan %ukti lawan.

lembuktikan T Qi) " sionil yaitll membuktikan
. N4 4 .

erarti m ATYargen relativel sifatnya yang
11 4]
j

perasaan Delaka/b 3 t iction |intime) yaitu

mempu yang didasarkan atas

menentukan salah tiflak prang terdakwa hanya ditentukan

s a ) yuridis yaitu

g

‘%ﬂ" “kebenaran mutlak
-_' |
yeng¥sberperkara atau
memperole ak."dari__mereka. Pembuktian ini mencoba
menetapkan apa yang telah terjadi secara nyata sehingga majelis
hakim dapat memberikan putusan perkara tersebut berdasarkan

alat bukti, atas peraturan perundang-undangan serta juga dengan

keyakinan hakim.

10 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,
him.1



2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto adalah proses yang pada hakikatnya berupa
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur
oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.'

Penegakan hukum vyang dilakukan oleh aparatur penegak hukum

menggunakan tindakan preventi indakan represif. Penegakan hukum
prevehid tt\'lj\.lg Srlr][ﬁ’usj ! indakepi oleh penegak
hukum _kar‘; penegakan um represif adal tindakan oleh
peneg kum setela na yi ertujuan untuk
memulithkan kemb ak pidana.
Menurut  Soej So ng mempengaruhi
penedakan hukum sebagai be 'l
a. ‘Itu Sendiri - upa peraturan
dangan. Ke ahwa terjadi
‘(' i “up: \%?an mengenai
e Foehy o WSNRT,Je 2 lain  adalah
kél"rgﬁ&ﬁ, € ia) \r(lé‘m) dengan hukum

tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
b. Faktor Penegak Hukum vyaitu pihak-pihak yang membentuk dan
menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum

antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela dan petugas.

11 Soejono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Bandar Maju,
Bandung, 1990, him. 6

12 Spejono Soekanto, Faktor-faktor yang Menpengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011, him. 8



c. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
dan diterapkan.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

e. Faktor Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yanag
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

3. Teori Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu
perbandingan
enjang antara

alam teori (law

Terdapat : ifitas, Jyaitu :

asarana dalam

elumnya untuk

Efektifittas aaa.lliah suatu-ukufran \. menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar
presentasi target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

3. Sondang P. Siagian
Efektifitas adalah pemanfaatn sumber daya, sarana dan prasarana dalam
junlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.



Efektiftas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran
yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektifitasnya.
Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang
telah ditentukan dengan hasil nyata yang telag diwujudkan. Namun, jika usaha atau
hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak

efektif.

Menurut ol J.P, an yang paling
menonjol addlah
1. Kebe

2. Kebe

3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang mantap

5. Penyusunan program yang mantap

6. Tersedianya sarana dan prasarana

7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien



b. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual ini adalah sebagai berikut :
1. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan
sesuatu.
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,
keputusan dsb).*®

3. &'ﬁ\'r‘e\;g anya-Ha ; n yang berisi

arkan undang-

lalat-alat bukti

tnakan hakim

rfungsi sebagai

padiri sidang di

SN
10¢ Eéngfang)digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di
atas rel. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

13 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

4 Ray Pratama Siadari, Op.Cit.
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F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

. Sifat P@helitiafee

Pendekatan masalah yang dterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni
pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma
hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada

dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam

(NIVERSITAS ANDAL 5

penelitian.t®

Penelit i bersifat Des 0] enggambar asil penelitian

| 14
pelakéanaan proses ) ota-P o

?

-~

berdasarkan permasa a8 memaparkan tentang

. Sumber Data

a. Peénelitian Lapangan (FieldiRe

Pé D ini be afa primer yang

diper‘ aJui wawancara

dengafangye 'FWF’ 1 s, Gefi-wa ebagai pg m@ira kendaraan
lr VA A £ \

bermotoA _peno
UK €
berkaitan dengan penélitian yang'aka

1) Data Primer
Data Primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung
dilapangan guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan

dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

16 Soejono, Abdurrahman, Metode penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, him.56.



2) Data Sekunder
Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendukung data
primer yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu
data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-
Undang dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil

penelitian, karya ilmiah dan pandangan ahli.

Rer pada buku
g} akan diteliti.
Perpustakaan
dalas maupun

unakan untuk

UL AUIAALC

Substansi Kepolisian

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Umum.
ii. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai

hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku



4. Teknik
Teknik
sebagai berikut :

a.

yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian,
makalah, jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul
penelitian.t’

iii. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

“uﬁkﬂqusjl*\][)&rﬂ opedia,.indeks kumulatif,

dan suMfber lainnya. 8

engumpulan Data -\
A

gumpula jian ini adalah

Stddi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempg@ro elajari buku-buku,

ang berkaitan

0 tHand di Pengadilan

=TVY.
ﬁw

K i S B\\('s)
Wawancara adalah e péngumpulan data yang dilakukan secara
langsung dengan pihak terkait guna memperoleh data yang akurat dalam
melakukan penelitian. Dalan penelitian ini, penulis akan mewawancarai
sekitar tiga atau lima orang anggota polisi lalu lintas dan masyarakat
sekitar tiga atau lima orang di kota Padang. Penelitian ini penulis akan

memberikan pertanyaan yang sudah disediakan dan dibuat daftar yang

7 Soejono, Abdurrahman, Op.Cit, him. 57.
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sudah pasti akan ditanyakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
akan memberikan pertanyaan tambahan wawancara.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Teknik ini dilakukan setelah memperoleh data kemudian dengan cara
menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses

editing yaitu pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring

gall acuan dalam

aka dilakukan

ang dilakukan

gan para pakar,

mpul melalui

bisa menjawab



